
WALI KOTA TEBING TINGGI 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALi KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR 13 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALi KOTA NOMOR 28 TAHUN 2016 
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

KOTA TEBING TINGGI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA TEBING TINGGI, 

Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing 
Tinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tebing 
Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing 
Tinggi Nomor 52 Tahun 2019 ;  

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 95 Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019  tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang 
Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Wali 
Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota 
Tebing Tinggi Nomor 52 Tahun 2019 ;  

c .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali 
Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092 ) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014  ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 14  Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) ;  

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 Nomor 12 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3133) ;  

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016  Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;  

10 .  Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016  
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 

1 1.  Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016  
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing 
Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 52 Tahun 
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota 
Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEEING 

TINGGI. 



Pasal I 

Ketentuan Pasal 80 dalarn Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi 
Nomor 28 Tahun 2016  tentang Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi 
Tahun 2016 Nomor 28) yang telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi: 
a. Nomor 27 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi 

Tahun 2018  Nomor 27); 
b. Nomor 37 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Te bing Tinggi 

Tahun 2019 Nomor 38); 
c. Nomor 52 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi 

Tahun 2019 Nomor 53); 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal80 

( 1 )  Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau 
jabatan pimpinan tinggi pratarna. 

(2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, 
Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Wali Kota, dan 
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B 
merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi 
pratarna. 

(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris 
Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Carnat dan W akil 
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B 
merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator. 

(4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan 
Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, 
Kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan 
administrator. 

(5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala 
Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan, Kepala 
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas 
A, Sekretaris Kecarnatan Tipe B , Kepala Seksi pada 
Kecarnatan, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum 
Daerah dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah 
merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. 

(6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah 
Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 
dan Badan Daerah Kelas A, Kepala Subbagian pada 
Kecarnatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada 
Kelurahan merupakan jabatan eselon IV .b atau jabatan 
pengawas. 

(7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Satuan 
Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau 
parnong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat 
kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga 
kesehatan yang diberikan tugas tambahan. 



Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 
2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Te bing Tinggi. 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 13  Pebruari 2020 

WALI KOTA TEBING TINGGI, 

ttd. 

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN 
Diundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 13 Pebruari 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI, 

ttd. 

MUHAMMAD DIMIYATHI 

1F DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 13 
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